SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH MAMASA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)

Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten
Mamasa Tahun Anggaran 2023;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun

sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan
penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran
masyarakat;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada Tanggal
Dua Belas Bulan Agustus Tahun 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penglolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 142) ;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

33. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-173/PK/2022
Tanggal 29 September 2022 tentang Penyampaian Rincian
Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 999.366.239.026,00
2. Belanja Daerah Rp.1.197.567.941.637,00
Surplus / (Defisit) Rp. (198.201.702.611,00)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 231.701.702.611,00
b. Pengeluaran Rp. 33.500.000.000,00
PembiayaanNetto Rp.198.201.702.611,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari :



a. PendapatanAsli Daerah Rp. 45.126.047.483,-
b. Pendapatan Transfer Rp. 938.790.191.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 15.450.000.000,-

(2) Pendapatan AsliDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1l) huruf (a)terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp. 14.091.777.500,-
b. Retribusi Daerah Rp. 18.472.000.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan Rp. 4.500.000.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 8.062.269.983,-

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 3.630.659.000,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.507.206.087.000,-
c. Dana Alokasi Khusus Fisik sejumlah Rp.279.866.171.000,-
d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sejumlah Rp.127.063.371.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf (c) terdiri dari jenbis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp. 2.450.000.000,-
b. Pendapatan Lainnya Rp. 13.000.000.000,-
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :
a. Belanja Operasi Rp. 782.570.935.883,-
b. Belanja Modal Rp. 207.105.900.954,-
c. Belanja Tidak Terduga Rp. 12.000.000.000,-
d. Belanja Transfer Rp. 195.891.104.800,-
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari
jenis :
a. Belanja Pegawai Rp. 417.630.065.816,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 294.431.323.067,-
c. Belanja Bunga Rp. 7.508.270.000,-
d. Belanja Hibah Rp. 32.010.937.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 30.990.340.000,-
f. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,-
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari
jenis:
a. Belanja Modal Tanah Rp. 3.173.000.000,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 45.233.405.502,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 41.041.119.395,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 105.782.867.245,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 11.875.508.812,-
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud padaa yat (1) huruf (c) terdiri
dari jenis :
a. Belanja Tidak Terduga Rp. 12.000.000.000,-

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari
jenis:



a. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 195.891.104.800,-
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 231.701.702.611,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 33.500.000.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 7.489.686.069,-
b. Penerimaan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,-
c. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 224.212.016.542,-
d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,-
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Pembetukan Dana Cadangan Rp. 0,-
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp. 1.500.000.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang Rp. 32.000.000.000,-
d. Pembayaran Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

3.

N O

Lampiran I = Ringkasan APBD;

Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan
Organisasi SKPD;

Lampiran [II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM,;
. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dan Perubahan APBD;
. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatandan Sub Kegiatan pada RKPD

dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;

. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai PerGolongan dan Per

10.
11.
12.

13.
14.

Jabatan;

Lampiran X Daftar Piutang Daerah;

Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah;

Lampiran XII Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran yang direncanakan;

Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan;

Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi



Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 30 Desember 2022

BUPATI MAMASA,
ttd.
RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.
MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2022 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT NOMOR 25 TAHUN 2022
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